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Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23
Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan
Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di
Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Permintaan,
Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Risiko 8ahaya Keselamatan dan
Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai
Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana tetah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 25);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkat
an, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
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Untuk mempermudah pelak~anaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini, dilampirkan salinan:
a. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya

Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan
Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue
Nasional, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.

b. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.78A/VIII/BSN~2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Risiko Bahaya
Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan
Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue
Nasional, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.

Pasal2

Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian Tunjangan Risiko Bahaya
Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan
Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue
Nasional adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA
CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN
RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGA~
RAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI 01
LlNGKUNGAN BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL.

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi
dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52
Tahun 2005;

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya
Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan
Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue
Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional.
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EDY TOPO ASHARI

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2008

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Presiden
Nomor 23 Tahun 2007.

Pasal3



Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And
Rescue Nasional, atau disingkat Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut
Tunjangan Penyelenggaraan SAR adalah tunjangan yang diberikan kepada
Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan
SAR Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan terhadap korban
musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya.

C. PENGERTIAN

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dimaksudkar
sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentiar
Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraar
Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan Search And
Rescue Nasional.

B. TUJUAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja Pegawai
Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di Lingkungan Badan Search
And Rescue Nasional, telah ditetapkan pemberian Tunjangan Risiko Bahaya
Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan SAR Bagi Pegawai Negeri
di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007.

2. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini diatur hal-hal yang
berkenaan dengan tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan
Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam penyelenggaraan SAR Bagi
Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional.

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM

PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI
LlNGKUNGAN BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL

LAMPIRAN 1 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 PEBRUARI 2008



1. Pegawai Negeri yang berhak mendapatkan Tunjangan Penyelenggaraan SAR
adalah Pegawai Negeri yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh di
lingkungan Badan SAR Nasional termasuk:
a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
b. Pejabat Struktural;
c. Pejabat Fungsional.

2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan keputusan
pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindah
kan, dan memberhentikan Pegawai Negeri di lingkungannya dalam dan dari jabatan
atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

II. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

A. PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR
1. Pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi Pegawai Negeri di Lingkungan

Badan SAR Nasional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Setiap pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 harus dilakukan dengan surat
keputusan pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam
Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

3. Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di
lingkungannya untuk menetapkan keputusan pemberian Tunjangan Penyelengga
raan SAR sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Dalam keputusan sebagaimana tersebut pada angka 2, harus dicantumkan
penetapan Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan serta
besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang bersangkutan.

5. Tata cara penilaian dan penetapan tingkat Tunjangan rtsiko bahaya Penyelenggara
an SAR bagi Pegawai Negeri yang bekerja di lingkungan Badan SAR Nasional
ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional.

6. Asli surat keputusan pemberian Tunjangan penyelenggaraan SAR disampaikan
kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
b. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

di Jakarta;
c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

B. PEGAWAI NEGERI YANG BERHAK MENDAPATKAN TUNJANGAN PENYELENGGA
RAAN SAR



c.PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul permintaan pembayaran Tunjangan
Penyelenggaraan SAR bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

2. Bagi Pegawai Negeri yang baru diangkat dan ditugaskan sebagai Petugas
Penyelenggara SAR di lingkungan Badan SAR Nasional, pengajuan permintaan
Tunjangan Penyelenggaraan SAR harus melampirkan:
a. Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri yang bersangkutan di

lingkungan Badan SAR Nasional,
b. Surat keputusan pemberian Tunjangan penyelenggaraan SAR;
c. Surat pernyataan melaksanakan tugas di lingkungan Badan SAR Naslonal,

3. Tunjangan Penyelenggaraan SAR dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan
berikutnya setelah Pegawai Negeri yang bersangkutan secara nyata melaksanakan
tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat
yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-b
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

4. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), Tunjangan Penyelenggaraan
SAR dibayarkan mulai bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.

5. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3, apabila bertepatan
dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal
berikutnya, Tunjangan Penyelenggaraan SAR dibayarkan mulai bulan itu juga.

6. Kepada Pegawai Negeri yang pada tanggal 1 Januari 2007 telah melaksanakan
tugas di lingkungan Badan SAR Nasional, pembayaran Tunjangan Penyelenggara
an SAR dilakukan berdasarkan:
a. Surat keputusan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang dibuat

menurut contoh tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini; dan

b. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas di lingkungan Badan SAR
Nasional dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh tersebut dalam
Anak Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

7. Kepada Pegawai Negeri yang mengalami perubahan faktor penilafan, yang
mengakibatkan perubahan Tunjangan Penyelenggaraan SAR, maka pejabat yang
berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan kembali keputusan mutasi
Tunjangan Penyelenggaraan SAR, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam
Anak Lampiran l-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

8. Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR, maka setiap
permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan
masih melaksanakan tugas bagi Pegawai Negeri di lingkungannya, dibuat menurut
contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-e Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.

(}

3. Besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR adalah sebaqaimana tersebut dalam
Lamplran IIPeraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007.



1. Pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan terhitung mulai bulan berikut
nya Pegawai Negeri yang bersangkutan :
a. Meninggal dunia;
b. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri;
c. Menjalani masa persiapan pensiun; atau
d. Dipindahkan ke instansi lain atau unit kerja lain yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya di luar bidang SAR.

2. Pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan sementara terhitung mulai
bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan:

a. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri;

b. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis
atau hukuman disiplin yang lebih berat sesuai peraturan perundang-undangan;

d. Menjalani cuti besar;

e. Cuti di luar tanggungan negara; atau

f. Menjalani tugas belajar yang bukan di bidang teknis SAR selama lebih dari (enam)
bulan dan dibebaskan dari tugas jabatannya.

III. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

9. Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR, pejabat yang
berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain
dalam lingkungannya untuk membuat surat pernyataan melaksanakan tugas, surat
pernyataan telah melaksanakan tugas, surat keputusan mutasi tunjangan
penyelenggaraan SAR, dan surat pernyataan masih melaksanakan tugas,
sebagaimana dimaksud pada angka 3, 6, 7, dan 8,

10. Asli surat pernyataan melaksanakan tugas/surat pernyataan telah melaksanakan
tugas/surat keputusan mutasi tunjangan penyelenggaraan SAR dan surat
pernyataan masih melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada angka 3, 6, 7
dan 8 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
yang bersangkutan dan tembusannya kepada :
a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
b. Kepala Kantor Regional Badan Kegawaian Negara yang bersangkutan;
c. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
e. Pejabat lain yang dipandang perlu.



5. 'Pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi Pegawai Negeri yang menjalani cuti
besar selama 1 (satu) bulan atau lebih, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak
yang bersangkutan menjalani cuti besar.

Umpamanya:
Seorang Pegawai Negeri yang menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 5 Juli 2009
sampai dengan tanggal 4 Oktober 2009. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai
bekerja kembali pada Badan SAR Nasional terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2009.
Dalam hal yang demikian :
a. Dihentikan pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR-nya untuk bulan Agustus

2009 sampai dengan Oktober 2009;

b. Diberikan kembali Tunjangan Penyelenggaraan SAR-nya untuk bulan Nopember
2009 dan seterusnya.

s
3. Pegawai Negeri yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam angka 2

huruf c, penghentian Tunjangan penyelenggaraan SAR berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. Apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas seessa
tertulis, maka Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan setama 1 (satu) bulan;

b. Apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka Tunjangan Penyelenggaraan
SAR dihentikan selama 3 (tiga) bulan;

c. Apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat, maka
Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan selama 6 (enam) bulan;

d. Apabila dijatuhi hukuman tingkat disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan,
maka Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan selama 6 (enam) bulan, dan
kepadanya dilakukan penilaian ulang mengenai tingkat Tunjangan Penyelenggaraan
SAR pegawai yang bersangkutan .

4. Pegawai Negeri yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri tunjangan Penyelenggaraan SAR tetap dihentikan walaupun
mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek),

Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam angka
4 dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Bapek yang meringankan hukuman
tersebut dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang
berwenang serta kepadanya berlaku ketentuan dalam angka 3.

Apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan meninggal dunia sebelum adanya putusan
Bapek, tunjangan tetap dihentikan.



Umpamanya:

Seorang petugas SAR ditugaskan mengikuti tugas belajar di bidang teknis SAR mulai 1
Maret 2008 sampai dengan 25 September 2008, tetapi petugas tesebut baru dapat

Umpamanya:
Seorang Petugas SAR menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak
ke 4 (empat) selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2008 sampai
dengan 25 Januari 2009. Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk
persalinan anak, ia mulai bekerja kembali terhitung tanggal 26 Januari 2009. Dalam hal
yang demikian:

a. Dihentikan pembayaran gaji dan Tunjangan penyelenggaraan SAR untuk bulan
Desember 2008 dan Januari 2009.

b. Diberikan kembali gaji dan Tunjangan penyelenggaraan SAR mulai bulan Pebruari
2009 dan seterusnya.

Apabila cuti di luar tanggungan negara bukan karena persalinan, maka Tunjangan
Penyelenggaraan SAR dibayarkan setelah diangkaUdiaktifkan kembali sebagai Pegawai
Negeri dan ditetapkan kembali Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR,
keputusan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR, dan dinyatakan telah melaksa
nakan tugas kembali.

7. Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Naslonal yang menjalani tugas belajar, berlaku
ketentuan sebagai berikut :
a. Bagi Pegawai Negeri yang tugas belajar di bidang teknis SAR, Tunjangan

Penyelenggaraan SAR dibayarkan sampai dengan waktu yang ditentukan untuk
menyelesaikan tugas belajar,

b. Bagi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a , yang tidak dapat
menyelesaikan tugas belajar sesuai waktu yang ditentukan, Tunjangan Penyelengga
raan SAR dihentikan sementara sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan
tugas belajarnya.

c. Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibayarkan
kembali setelah pegawai yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Badan SAR
Nasional.

••9'

6. Pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan terhitung mulai bulan
berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan neqara,

Khusus bagi Pegawai Negeri yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk
persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, rnaka
selama menjalani cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak menerima
penghasilan (gaji dan tunjangan).

Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan SAR dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya
setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk
persaJinananak.
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menyelesaikan tugas belajarnya tanggal 20 Oesember 2008 dan dinyatakan aktif kembali
bekeria tanggal 10 Januari 2009, dalam hal demikian :

1) Tunjangan Penyelenggaraan SAR untuk bulan Maret 2008 ,sampai dengan
September 2008 tetap dibayarkan;

2) Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan terhitung mulai bulan Oktober 2006
sampai dengan Januari 2009;

3) Tunjangan Penyelenggaraan SAR dibayarkan kembali mutai bulan Pebruari 2009 dan
seterusnya, apabila telah ditetapkan kembali Nilai dan Tingkat Risiko 8ahaya
Penyelenggaraan SAR, keputusan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR dan
dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali.

8. 8agi Pegawai Negeri yang tugas belajar bukan di bidang teknis SAR, Tunjangan
Penyelenggaraan SAR dihentikan sementara mulai bulan ketujuh.

Umpamanya:
Seorang Petugas SAR ditugaskan mengikuti tugas belajar dibidang bukan teknis SAR
mulai 1 Nopember 2008 sampai dengan 30 April 2010. Petugas SAR tersebut dinyatakan
bekerja kembali terhitung mulai tanggal 10 Mei 2010. Oalam hal yang demikian :

a. Tunjangan Penyelenggaraan SAR untuk bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan
April 2009 tetap dibayarkan;

b. Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan terhitung mulai bulan Mei 2009 sampai
Mei 2010;

c. Tunjangan Penyelenggaraan SAR dibayarkan kembali mulai bulan Juni 2010' dan
seterusnya, apabila telah ditetapkan kembali Nilai dan Tingkat Risiko 8ahaya
Penyelenggaraan SAR, keputusan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR dan
dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali. Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas Kembali dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-f
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

9. Surat keputusan penghentian/penghentian sementara Tunjangan Penyelenggaraan SAR
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam
Anak Lampiran I-g Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

10.Pejabat yang berwenang menetapkan/mengeluarkan surat keputusan penjatuhan
hukuman disiplin/pemberhentian/pemberian cutl, dan surat tugas belajar, menyampaikan
asli surat keputusan atau asli surat izin atau surat tugas belajar tersebut kepada Pegawai
Negeri yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Oeputi Bidang Informasi Kepegawaian;
b. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
e. Pejabat Pembuat Oaftar Gaji;
f. Pejabat lain yang dipandang perlu.



EDY Tapa ASHARI

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

V. PENUTUP
1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai

kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk rnendapat
kan penyelesaian.

2. Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN
Calon Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional
diberikan Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebesar 80 % (delapan puluh persen) sesuai
dengan nilai dan tingkat Tunjangan Penyelenggaraan SAR.

II



: Kepada pegawai tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan Tunjangan Penyelenggaraan SAR
sebesar Rp 11) (. ) terhitung mula; bulan 12)

KEDUA

Nila; dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR,
a. Nilai 9)
b. Tingkat : 10)

: Memberikan Tunjangan Penyelenggaraan SAR kepada :
N a m a 3)
NIP 4)
PangkaUGolongan ruang 6)
Jabatan/pekerjaan 7)
Satuan Oganisasi 8}

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun,2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007;

5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.78.NVIIIIBSN-2007;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2008.

b. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR pegawai Badan
SAR Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai nilai sebesar 5)
dengan demikian kepadanya perlu ditetapkan Tingkat Tunjangan Risiko Bahaya
Penyelenggaraan SAR;

.3) NIP ; 4) telah bekerja secara penuh di lingkungan Badan SARMenimbang : a. bahwa Sdr.
Nasional;

KEPUTUSAN . 1)
NOMOR 2)

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

....................................................... 1)

PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 PEBRUARI2008

ANAK LAMPIRAN l-a



Tembusan, Yth :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di 16);
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan 17);
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

( 15) )
NIP .

.................................... ,1)

Ditetapkan di 13)
pada tanggal 14)

: Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
AsIi Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

KETIGA



NO
NOMOR

URAIAN
KODE

1 2 3

1 1)
Tulislah nama jabatan yang menetapkan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan
SAR.

2 2)
Tulislah nomor Keputusan Pejabat yang menetapkan pemberian Tunjangan
Penyelenggaraan SAR .

3 3)
Tulislah nama Pegawai Negeri yang telah ditugaskan secara penuh di lingkungan
Badan SAR Nasional.

4 4) Tulislah NIP Pegawai Negeri tersebut pada angka 4.

5 5)
Tulislah nilai Tingkat Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai
Negeri tersebut pada angka 3.

6 6) Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri yang dimaksud pada angka 3.

7 7) Tulislah nama jabatan/pekerjaan Peqawai Negeri yang dimaksud pada angka 3.

8 8)
Tulislah satuan organisasi/unit tempat bekerja Pegawai Negeri tersebut pada angka
3.

9 9)
Tulislah Nilai Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri tersebut pada
angka 3.

10 10)
Tulislah Tingkat Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri
terse but pada angka 3.

11 11)
Tulislah dalam angka dan huruf, besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang

" menjadi hak Pegawai Negeri tersebut.

12 12)
Tulislah tanggal, bulan dan tahun mulai Pegawai Negeri tersebut berhak menerima
Tunjangan Penyelenggaraan SAR.

13 13)
Tulislah tempat ditetapkannya keputusan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan
SAR tersebut.

14 14) Tulislah tanggal ditetapkannya keputusan tersebut.

15 15) Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan tersebut.

16 16)
Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas.

17 17) Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana Pegawai
Negeri tersebut melaksanakan tugas.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN l-a
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Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di 18);
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersanqkutan:
4. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

( 17) )

Pejabat yang membuat pernyataan,

........... , 16)

AsJi surat pernyataan inl disampaikan kepada KepaJa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
....................... 15)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai
Negeri. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian
terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

berdasarkan Keputusan 9) Nomor '" tanggaJ 10) terhitung rnulal tanggal... 11),
telah nyata melaksanakan tugas dan diberi Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR. 12)
sebesar Rp 13), (. ) sebulan terhitung mulai tanggal... 14)

.......................................................... 6)

........................................................... 7)

.......................................................... 8)

Nama
NIP
Pangkatlgolongan ruang

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

........................................................ 2)

............................................................ 3)

.......................................................... 4)

.......................................................... 5)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
PangkatlgoJongan ruang
Jabatan

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR: : 1)

6 TAHUN 2008
: 25 PEBRUARI 2008

NOMOR
TANGGAL

ANAK LAMPIRAN l-b PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA



NO
NOMOR

URAIAN
KODE

1 2 3
1 1) Tulislah nomor surat pejabat yang membuat pernyataan melaksanakan tugas.

2 2) Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.

3 3) Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.

4 4) Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.

5 5) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.

6 6)
Tulislah nama Pegawai Negeri yang berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan
SAR berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007.

7 7) Tulislah NIP dari Pegawai Negeri tersebut yang dimaksud dalam angka 6 di atas.

B 8) Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri tersebut yang dimaksud
dalam angka 6.

9 9)
Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan
pengangkatan Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 6.

10 10) Tulislah nomor dan langgal surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri
dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007.

11 11) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri sebagaimana tersebut dalam
angka 6 di atas secara nyata mulai melaksanakan tugas.

Tulislah Nilai dan Tingkat Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR
12 12) Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 6 menurut Peraturan Presiden Nomor 23

tahun 2007.

Tulislah dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang
13 13) dimaksud dengan angka 6 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun

2007.

14 14)
Tulislah tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri yang bersangkutan berhak
menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR dimaksud.

15 15) Tulislah nama tempat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana
Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas.

16 16) Tulislah tempat dan tanggal dibuatnya surat pernyataan.

17 17) Tulislah nama dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

18 18) Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-b
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Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang lnformasl Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di 18)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

( 17) )

Pejabat yang membuat pernyataan,

................. , 16)

Asf surat pernyataan in; disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 15)

Deniikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai
Negeri. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian
terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pada tanggal.. 9) telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan 10) Nomor tanggal
........................... 11) dan pada tanggal 12) masih melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan Peratuan Presiden Nomor 23 Tahun 2007; Sdr. . 6) berhak menerima Tunjangan
Penyelenggaraan SAR Tingkat... 13) sebesar Rp 14) (. ) sebulan
terhitung mulai tanggal .

................................ 6)

................................ 7)

................................ 8)

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

................................ 2)

................................. 3)

................................. 4)
....................................... 5)

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang
Jabatan

Yang bertanda tangan di bawah ini

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR: 1)

ANAK LAMPIRAN l-c PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 PEBRUARI2008

17



NO
NOMOR U RA IAN
KODE

1 2 3

1 1} Tulislah nomor surat pejabat yang membuat pernyataan telah melaksanakan tugas.

2 2) Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.

3 3) Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.

4 4) Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.

5 5) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.

6 6)
Tulislah nama Pegawai Negeri yang berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan
SAR berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007.

7 7) Tulislah NIP dari Pegawai Negeri tersebut yang dimaksud dalam angka 6.

8 8}
Tulislah pangkat dan golon9an ruang Pegawai Negeri tersebut yang dimaksud
dalam angka 6.

9 9)
Tulislah tanggal, bulan dan tahun Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 6
telah melaksanakan tugas.

10 10) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Keputusan tentang
penugasan Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 6.

11 11)
Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan Penugasan Pegawai Negeri dimaksud
dalam angka 6.

12 12}
Tulislah tanggal, bulan dan tahun Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 6 masih
melaksanakan tugas.

13 13) Tulislah Tingkat Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri yang dimaksud
dalam angka 6.

Tulislah dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang
14 14) dimaksud dalam angka 6 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun

2007.

15 15)
Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana Pegawai
Negeri tersebut melaksanakan tugas.

16 16) Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan.

17 17) Tulislah nama dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

18 18)
Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN l-c



Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR (BARU),
a. Nilai 18)
b. Tingkat : 19)

Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR (LAMA),
a. Nilai 14)
b. Tingkat 15)
c. Berlaku sejak 16)
d. Besamya tunjangan 17)

......................... 3)

......................... 4)
............................. 11)
......................... 12)
........................ 13)

Pegawai Negeri Badan SAR Nasional :
Nama
NIP
Pangkatlgolongan ruang
Jabatan/Pekerjaan
Satuan Organisasi

MEMUTUSKAN :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
2008;

3. Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 2003;

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007;

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007;

6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER. 78 A I VillI BSN-2007;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2008;

b. bahwa berhubung ada perubahan 10) yang bersangkutan, oleh sebab itu perlu
ditetapkan kenaikan/penurunan nilai tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR yang
bersangkutan.

a. bahwa Sdr. .. 3) NIP 4) berdasarkan Keputusan 5) Nomor
........... tanggal 6) yang bersangkutan memiliki nilai dan tingkat Tunjangan Risiko
Bahaya Penyelenggaraan SAR. 7) dengan tunjangan sebesar Rp.
.........8)( ) yang berlaku sejak bulan 9);

.......................................... 1).

KEPUTUSAN 1)
NOMOR 2)

TENTANG
MUTASI TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

ANAK LAMPJRAN I-d PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 PEBRUARI2008

Menetapkan
PERTAMA

Mengingat

Menimbang



Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan:
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepafa Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di 27);
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5. Kepafa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di .......... 28);
6. Pejabat fain yang dipandang perlu.

( 26)
NIP .

............................................... 1)

Ditetapkan di 24)
pada tanggal 25)

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan
perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

KETIGA

diberikan berdasarkanMencabut Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang
keputusan 20) Nomor tanggal... 21)

Kepada Pegawai Negeri tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan Tunjangan
Penyelenggaraan SAR setiap bulan sebesar Rp 22) (. )
Terhitung mulai bufan " ..23)

KEDUA



NO
NOMOR URAIAN
KODE

1 2 3
1 1) Tulislah nama jabatan yang menetapkan mutasi Tunjangan PenyeJenggaraan SAR.

2 2)
Tulislah nomor Keputusan pejabat yang menetapkan mutasi Tunjangan
Penyelenggaraan SAR.

3 3) Tulislah nama Pegawai Negeri yang menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR.

4 4) TulisJah NIP Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 3.

5 5) Tulislah nama jabatan yang menetapkan pemberian Tunjangan PenyeJenggaraan
SAR.

a 6) Tulislah nomor dan tanggal keputusan pejabat yang menetapkan pemberian
Tunjangan Penyelenggaraan SAR.

7 7) TulisJah nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri
tersebut pada angka 3.

8 8) TulisJah dengan angka dan huruf, besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR
Pegawai Negeri tersebut pada angka 3.

9 9) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri tersebut berhak menerima
Tunjangan Penyelenggaraan SAR.

10 10) Tulislah perubahan yang terjadi pada Pegawai Negeri tersebut pada angka 3.

11 11) Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri dimaksud pada angka 3.

12 12) Tulislah jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri dimaksud pada angka 3.

13 13) Tulislah satuan organisasi Pegawai Negeri dimaksud pada angka 3.

14 14) Tulislah Nilai RiSiko Bahaya Penyelenggaraan SAR yang lama dari Pegawai Negeri
dimaksud pada angka 3.

15 15) Tullslah Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR yang lama dari Pegawai
Negeri dimaksud pada angka 3.

16 16) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun yang lama dari Pegawai Neqeri tersebut pada
angka 3 menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR.

17 17) Tulislah besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang lama. Pegawai Negeri
dimaksud pada angka 3.

18 18) Tulislah Nilai Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR yang baru dari Pegawai Negeri
dimaksud pada angka 3.

19 19) Tulislah Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR yang baru dari Pegawai
Nageri dimaksud pada angka 3.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN J-d
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1 2 3

20 20)
TuHslah nama jabatan yang menetapkan keputusan Pemberian Tunjangan
Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri yang lama (sebelumnya).

TuHslah nomor dan tanggal surat keputusan Pejabat yang mencabut Tunjangan

21 21) Penyelenggaraan SAR tersebut pada angka 20.

22) 22)
Tulislah dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang
menjadi hak Pegawai Negeri tersebut.

23) 23)
Tulislah tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri tersebut berhak menerima
Tunjangan Penyelenggaraan SAR.

24) 24) Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan tersebut.

25) 25) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan tersebut.

26) 26) Tulislah Nama dan NIP Pejabat yang menandatangani Keputusan tersebut.

27) 27)
Tullslah nama dan tempat kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tug as.

28) 28)
Tulislah nama dan tempat kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana
Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas.



Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di 19)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

(. 18) )

Pejabat yang membuat pernyataan,

....................................... 17)

Pada tanggal.. 9) telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan 10)
Nomor tanggal 11) dan pada tanggal... 12) masih melaksanakan tugas
tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomar 23 Tahun 2007, Sdr. 6) berhak menerima tunjangan Risiko Bahaya
Penyelenggaraan SAR Tingkat... 13) sebesar Rp 14) ( ) sebulan, terhitung mulai
tanggal 15).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai
Negeri. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini temyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian
terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 16)

................................. 6)

................................ 7)

................................ 8)

Nama
NIP
Pangkatlgalongan ruang

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

................................ 2)

................................ 3)

................................. 4)

.............................. 5)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkatlgolongan ruang
Jabatan

SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR: 1)

: 6 TAHUN 2008
: 25 PEBRUARI 2008

NOMOR
TANGGAL

PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

ANAK LAMPIRAN I-e



NO
NOMOR

URAIAN
KODE

1 2 3
1 1) Tulislah nomor surat pejabat yang mambuat surat parnyataan masih bertugas.

2 2) Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.

3 3) Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.

4 4) Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.

5 5) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang mambuat pernyataan.

6 6)
Tulislah nama Pegawal Negeri yang berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan
SAR berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007.

7 7) Tullslah NIP dari Pegawai Negeri tersebut yang dimaksud dalam angka 6.

8 8)
Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Neger; tersebut yang dimaksud dalam
angka 6.

9 9)
Tullslah tanggal,. bulan dan tahun Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 6 telah
melaksanakan tugas.

10 10)
Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang
penugasan Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 6.

11 11)
Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan Penugasan Pegawai Negeri dimaksud
dalam angka 6.

12 12) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri dirnaksud masih melaksanakan
tugas.

13 13)
Tulislah Tingkat Tunjangan Risiko 8ahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri
tersebut dalam angka 6.

14 14)
Tulislah dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR
Pegawai Negeri tersebut dalam angka 6.

15 15) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 6 masih
melaksanakan tugas.

16 16) Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana Pegawai
Negeri tersebut melaksanakan tugas.

17 17) Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan.

18 18) Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN l-e



Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawalan
3. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di 14)
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5. Pegawa; Neger; yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

(. 2) )

Pejabat yang membuat pernyataan,

............... , 13)

telah nyata melaksanakan tugas kembali terhitung mulai tanggal ...... 9) dan berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 23 Tahun 2007, Sdr. .. ......6) berhak menerlma Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebesar
Rp 10) ( ) sebulan, terhitung mulai tanggal 11).

Demlkian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai
Negeri. Apabila dikemudian hari isi surat pemyataan Ini ternyata tidak benar, yang mengaklbatkan kerugian
ternaoap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan Inl disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 12)

........................... 6)

........................... 7}

............................•.. 8)

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang

dengan Inl menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

........................... 2)

........................ 3)

........................... 4)

........................... 5)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang
Jabatan

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI
NOMOR: 1)

TANGGAL : 25 PEBRUARI2008
: 6 TAHUN 2008NOMOR

M
ANAK LAMPIRAN I-f PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA



NO
NOMOR URAIAN
KODE

1 2 3
1 1) Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan melaksanakan tugas

kembali.

2 2) Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.

3 3) Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.

4 4) Tulislah pangkat dan 9010ngan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.

5 5) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.

6 6)
Tulislah nama Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas kembali berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007.

7 7) Tulislah NIP dari Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 6 di atas.

8 8)
Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri tersebut yang dimaksud
dalam angka 6.

9 9)
Tulislah tanqqal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri tersebut dalam an9ka 6 telah
nyata melaksanakan tugas kembali.

10 10)
Tulislah dengan angka dan huruf, besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR
Pegawai Negeri tersebut dalam angka 6.

11 11) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai Pegawai Negeri berhak menerima
TunJangan Penyelenggaraan SAR.

12 12)
Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana Pegawai
Negeri tersebut melaksanakan tugas.

13 13) Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan.

14 14) Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK lAMPIRAN I-f



18}
19)

a. Nilai
b. Tingkat

Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR

......................... 3)

......................... 4)

............................. 15)

......................... 16)

........................ 17)

Pegawai Negeri Badan SAR Nasional :
Nama
NIP
PangkaVgolongan ruang
Jabatan/Pekerjaan
Satuan Organisasi

MEMUTUSKAN:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; *)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; *)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007;

6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER. 78 A I VIlli BSN-2007
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2008;

c. bahwa berhubung dengan itu pembayaran Tunjangan Penyelenqqaraan SAR bagi
saudara tersebut diatas dihentikan terhitung mulai tanggal... 14)

b. bahwa berdasarkan Keputusan 10) Nomor tanggal 11) Sdr .
.............. 3) mengalami mutasi kepegawaian berupa 12) terhitung mulai
tan9gal 13);

a. bahwa Sdr. 3} NIP 4) berdasarkan Keputusan 5) Nomor
........... tanggal 6) yang bersangkutan memiliki Nilai dan Tingkat Risiko Tunjangan
Bahaya Penyelenggaraan SAR. 7) dengan Tunjangan sebesar Rp. .. 8)
(. ) sebulan terhitung mulai tanggal 9);

KEPUTUSAN KEPALA 8ADAN SAR NASIONAL 1)
NOMOR 2)

TENTANG
PENGHENTIAN/PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN

PENYELENGGARAAN SAR
............................................................... 1)

27

ANAK LAMPIRAN I-g PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 PEBRUARI2008

Menetapkan
PERTAMA

Mengingat

Menimbang



*) Tulislah dasar hukum yang menyebabkan tunjangan yang bersangkutan dihentikan.

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan:
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di 25);
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di.. 26)
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

( 24)

............................................... 1)

Ditetapkan di 22)
pada tanggal 23)

ASLI Keputusan ini disampalkan kepada peqawai yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA

Tunjangan Penyefenggaraan SAR Tingkat.. 19) dengan Tunjangan sebesar
Rp 20) ( ) bagi Pegawai Negeri tersebut pada Diktum
PERTAMA pembayarannya dihentikan terhitung mulai tanggal. 21)

Apablla' dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEDUA



NO
NOMOR URAIAN
KODE

1 2 3

1 1) Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan penghentianl penghentian
sementara Tunjangan Penyelenggaraan SAR.

2 2) Tulislah nomor Surat Keputusan yang dimaksud dalam angka 1.

3 3) Tulislah nama Pegawai Negeri yang dikenakan penghentian/penghentian sementara
Tunjangan Penyelenggaraan SAR.

4 4) Tulislah NIP dati Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 3:

- Tulislah nama jabatan darl pejabat yang menetapkan Keputusan tentang penugasan
5 5)

Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 3.

6 6)
Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan Pegawai Negeri tersebut dalam angka
3.

7 7) Tulislah Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri
tersebut dalam angka 3.

8 8) Tulislah dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR
Pegawai Negeri tersebut dalam angka 3.

9 9) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri tersebut berhak menerima
Tunjangan Penyelenggaraan SAR.

10 10) Tulislah nama jabatan yang menetapkan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri
tersebut dalam angka 3.

11 11) Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan tersebut pada angka 10.

Tulislah mutasi kepegawaian yang dialami Pegawai Negeri tersebut atau alasan lain
12 12) sehingga Pegawai Negeri tersebut tidak berhak memperoleh Tunjangan

Penyelenggaraan SAR.

13 13) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Surat Keputusan mutasi tersebut
pada angka 10.

14 14) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Pegawal Negeri tersebut
dihentikan pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SARnya.

15 15) Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 3.

16 16) Tulislah jabatan/pekerjaan dari Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 3.

17 17) Tulislah satuan organisasi Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 3

18 18) Tulislah nilai Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri
dimaksud pada angka 3.

19 19) Tulislah Tingkat Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri
dimaksud pada angka 3.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 1-9



1 2 ~, >'" .' " ' .. 3

20 20) Tulislah dengan angka dan huruf besamya Tunjangan Penyelenggaraan SAR
Pegawai Negeri dirnaksud d~lamc:lhgka 3.

21 21) Tulislah tanggal, bulan dan tahun mulai dihentikannya pembayaran Tunjangan
Penyelenggaraan SAR.

22 22) Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan.

23 23) TUlislah tanggal penetapan Keputusan.

24 24) Tulislah nama dan NIP dari Pejabat tersebut pada angka 1.

25 25) Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas.

26 26) Tulislah nama dan tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dlmana
Pegawai Negeri tersebutmelaksanakan tugas.



3041) ...

2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal un 1974
Nomor 55, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesif.Nomor

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik indonesia
Tahun 1945;

Mengingat

.
semangat kerja bagi pegawai negeri yang diangkat dan c itngaskan
seeara penuh di lingkungan Badan Search And Rescue' Nasional,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang "unjangan
Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelmggaraan
Pencarian dan PertolonganBagiPegawaiNegeri Di LingkunganBadan
Search And RescueNasional;

Menintbang: e, bahwa pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di
lingkungan Badan Search And Rescue Nasional dalam.melaksanakan
tugas penyelenggaraanpencariandan pertolongan tidak han}a dituntut '
tanggung jawab yang tinggi namun juga senantiasa dihadapo-n risiko
bahaya keselamatan dan kesehatan atas dirinya sehin~~a perlu
diberikan kompensasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a
dan dalam rangka meningkatkanmutu, prestasi kerja, pengabdian, dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MARA ESA

PERATURAl'l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG
TUNJANGAN RlSIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN'PERTOLC!>NGANBAGI PEGAWAI

NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPJRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGA WAJAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 PEBRUARI 2008



Pasal! t"

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN RISIKO
BAHAYA . KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM

PENYELENGGARAANPENCARIANDANPERTOLONGANBAGI
PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SEARCH AND
RESCUE NASIONAL.

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)~

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)~

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan
Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200? Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

2
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Pasal3 •••

Pasal2

Kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di
lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diberikan tunjangan penyelenggaraan SAR setiap
bulan.

1. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan. Dalam
Penyelenggaraan Pencarian elan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di

Lingkungan Baelan Search And Rescue Nasional atau disingkat Badan
SAR Nasional yang selanjutnya disebut dengan tunjangan
penyelenggaraan SAR adalah tunjangan yang diberikan. kepada
pegawai negeri yang eliangkat dan ditugaskan secara penuh eli
lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas dampak risiko
bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

2. Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan atau disingkat SAR
adalah rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan sistem guna mencari,
menolongs dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau
dikhawatirkan bilang atau menghadapi bahaya dalam musibah
pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya,

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

Pasa11

3
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a. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat 1 dengan
nilai 900 sampai dengan 1000;

b. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat n dengan
nilai 800 sampai dengan 899;

c. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tin$kat III
dengan nilai 700 sampai dengan 799~

d. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat IV dengan
nilai 600 sampai dengan 699;

e. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat V dengan
nilai 500 sampai dengan 599;

f. dampak risika bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat VI dengan
nilai 400 sampai dengan 499.

(3) Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, diberikan untuk masing-masing tingkat dampak risiko bahaya
keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan nilai sebagai
berikut:

(1) Tunjangan Penye1enggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, diberikan berdasarkan tingkat dampak risiko bahaya keselamatan dan
kesehatan yang diterima pegawai negeri di lingkungan Badan SAR
Nasional dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan SAR.

(2) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) reeliputi kegiatan pembinaan, pengerahan, dan pengendalian
potensi SAR, pelaksanaan siaga SAR, dan pelaksanaan tindak awal dan
operasi SAR.

Pasal3

4
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Pasal6
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan
Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan, Kepala Badan SAR Nasional,
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama
maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

PasalS
(1) Besamya tunjangan penyelenggaraan SAR menurut tingkat dampak

risiko bahaya keselamatan dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IT
Peraturan Presiden ini.

(2) Tunjangan penyelenggaan SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal4
(1) Penetapan nilai bagi pegawai negeri di lingkungan Badan SAR

Nasional untuk masing-masing tingkat tunjangan penyelenggaraan
SAR ditetapkan berdasarkan nilai pegawai negeri yang bersangkutan
yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing faktor
penilaian sebagai berikut :
a. faktor risiko bahaya penyelenggaraan SAR;
b. faktor masa kerja.

(2) Nilai masing-masing faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Presiden ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan nilai

bagi pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional untuk rnasing
masing tingkat dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatm diatur
oleh Kepala Badan SARNasional.

5
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2007

Pasa17
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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II. FAKTOR ...

No. RISIKO BAHAVA PENVELENGGARAANSAR NltAI

1 Secara lanDsunD melaksanakan operasi SAR 700

2 Seeara tidak langsung melaksan8kan operasi SAR atau 600
melaksanakan tiodak swat operasi SAR, dan berada di
wilayah atau lokasl musibah atau beneaoa

3 Pelaksanaan siaga SAR, pembinaan, pengerahan, dan 500
pengendalian potensi SAR

4 Secara tidak langsung melaksanakan penyelenggaraan 400
SAR .

I. FAKTOR RISIKO BAHAVA PENVElENGGARAAN SAR

NILAI MASING·MASING fAKTOR PENllAIAN
DAlAM PENETAPAN TUNJANGAN PENVElENGGARAAN SAR BAGI PEGAWAI NEGERI

DllINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

lAMPIRAN I
PERATURANPRESIDENREPUBlIK INDONESIA
NOMOR 23 Tahun 2007
TANGGAl : 11 Juni 2007

PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA



aris Kabinet
·ukum,

PRESIDEN REPUBlIK INDONESIA,
ttd,

DR. H. SUSILO BAMBANGYUOHOYONO

No. MASA KERJA NllAI

1 ~ a Tahun sId 4 Tahun 50

2 Lebih dari 4 Tahun sId 8 Tahun 100

3 Lebih dari 8 Tahun sId 12Tahun 150

4 Lebih dari 12 Tahun sId 16 Tahun 200

5 Lebih dari 16Tahun sid 20Tahun 250

6 Lebih dari 20 Tahun 300

II. FAKTOR MASA KERJA

·2·

PReSIDeN
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PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANGYUOHOYONO

...,._.,.

No. TINGKAT DAMPAK RISU<DBAHAYA KESELAMATAN BESARNYA
DAN KESEHATAN TUNJANGAN

1 Risiko Bahaya Keselamatan dan Kosehatan Tingkat I Rp 1.000.000,00

2 Risiko 8ahaya Keselamatan dan Kesehatan Tingkat II Rp 900.000,00

3 Risiko 8ahaya Koselamatan dan Kesehatan Tlngkat III Rp 800.000,00

4 Risiko Dahava Keselamatan dan Kesehatan Tingkat IV Rp 700.000,01)

5 Risiko Dahaya Keselamatan dan Kesehatan Tingkat V Rp 500.000,00
..-

6 Risiko Dahaya Keselamatan dan Kesehatan Tingkat VI Rp 400.000,00

BESARNYA TUNJANGAN PENYELENGGARAANSAR
MENURUT TINGKAT RISII<O BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 Tahun 2007
TANGGAL : 11Juni 2001

PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA



Mengingat . 1. Peraturan Pemerintah ,Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian
dan Pertolongan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4658);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan lata Kerja
Kementerian Negara RepubJik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan PresidenNomor 94 Tahun 2006;

3. Pera.turan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Kementerian. Negara Republik Indonesia.
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17
Tahun ~OUi,

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Risiko 8ahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam
PenYE!lengg~raanPencarian dan Pertolongan 8agi Pegawai Neger;
di Ungkungan"Badan Search And Rescue Nasional;

5. Peraturan .. Kepala Badan Search And Rescue Nasional Nomor
KEP.l35NI2004 tentang Uraian Tugas Organisasi dan Tata Ketja
Badan Search And Rescue Nasional dan Kantor Search And
Rescue;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23
Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan
Kesehatan dalam Penyelengaraan Pencanan dan Pertolongan Bag;
pegawai Negeri di lingkungan Badan Search And Rescue Nasional,
perfu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Tunjangan Risiko Bahaya
Keselamatan dan Kesehatan da.lamP~nyelenggaraan Pencarian dan
Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Ungkungan Badan Search And
Rescue Nasional;

Menimbang

PERATURAN KEPALA BADAN SAlt NASIONAL
N.omor : PER.78A J Villi BSN-2007 '. ,

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN
DALAM PENYEL.ENGGARAAN PENCARJANDAN PERTOLONGAN

BAG. PEGAWAI NEGE~I Ol LlNGKUNGAN
BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL

~JrJAANHI PBR,ATQR.-\N1(BF!ALAHAVAN
KE.PBq~WAJANNa<iARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 PEBRUARI2008

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
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e. SAR Planner adalah Pegawai Badan SAR Nasionalyang ditunjuk
dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas
membuat perencanaanoperasi SAR, yang meliputiplotting daerah
pencarian, unsur yang digunakan,pergantianunsur, meJakukanup
dating data potensi.

C. Rescuer adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk
dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas
melaksanakansiaga. operasiSAR, patroli SAR, latihanSAR; serta
selalu meningkatkan keterampilanSAR, merawat peralatan siaga
SARdanmembinakebugaranfisik;

d. SAR Mission Coordinator (SMC) adalah Pegawai Badan SAR
Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR
Nasjonal,yang bertugasmemimpinpengendalianoperasipencarian
dan pertolongan korban pada musibah pelayaran darilatau
penerh~"'ga!'\ bF""1c~r>" '~taumueibah lair-nya;

b. Pegawai'BadanSARNasionaladalahPegawaiNegeriSipil, Tentara
Nasional Indonesiayang diperbantukan,dan calon PegawaiNegeri
Sipil yang bekeqa penuhdi lingkunganBadanSARNasional;

a. Tunjangan Risiko 8ahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam
PenyelenggaraanPencariandan Pertolonganbagipegawainegeridi
lingkungan Badan Search And Rescue Nasional atau disingkat
Badan SAR Nasional yang selanjutnyadisebut dengan Tunjangan
PenyelenggaraanSAR adalah tunjangan yang diberikan kepada
Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di
lingkunganBadanSARNasionalsesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas risiko
bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakantugas
penyelenggaraan pencarian dan pertolongan terhadap korban
musibah pelayaran danlatau penerbangan atau bencana atau
musibahlainnya;

DalamKeputusanini yangdimaksuddengan:

Pasal1

KETENTUAN UMUM

BABI

PERATURAN KEPALA BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUNJANGAN RISIKO
BAHAYA KESE~ATAN DAN KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI
PEGAWAI NEGERI DI LlNGKUNGAN BADAN SEARCH AND
RESCUE NASIONAL.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan



n. Petugas Siaga Komunikasi adalah Pegawai Badan SAR Nasional
yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang
bertugas untuk melakukan siaga komunikasi di ruang pusat
komunikasi;

m. Instruktur SAR adalah Pegawai Badan SAR NasionaJyang ditunjuk
dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas
untuk .mele-tin kptprampilan unsur - unsur yang tenibat dalam
penyelenggaraan SAR serta melakukan pembinaan terhadap
potensi SAR yang tersebar diseluruh lapisanmasyarakat;

I. Pembina SAR adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk
dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas
untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan SAR serta
berkoordinasi dengan potensi SAR dan instansi terkait guna
membuat kebijakan operasi SAR yang cepat, tepat dan efisien;

k. Petugas Dokumentasi Operasi SAR adalah Pegawai Badan SAR
Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR
Nasional, yang bertugas mendokumentasikan kegiatan operasi SAR
dalam bentuk toto maupun video serta memberikan data dan
infonnasi terkini tentang kegiatan operasi SAR guna disampaikan
kepada publik melalui SMC (SAR Mission Coodinator) atau pejabat
yang berwenang;

j. Petugas Medis SAR adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala 8adan SAR Nasional, yang
bertugas memberikan perawatan medis lanjutan pada korban di
posko aju;

i. Petugas Logistik adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang
bertugas menyiapkan perlengkapan logistik serta mengoperasikan
kendaraan dilokasi kejadian untuk menunjang kelancaran operasi
SAR;

h. Awak Pesawat adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk
dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas
mengoperasikan dan merawat pesawat terbang fixed I rotary wing
guna menunjang kelancaran operasi SAR;

g. ABK (Awak Kapal) adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang
bertugas mengoperasikan dan merawat kapal guna menunjang
kelancaran operasi SAR;

f. ~/\' '",~;1~$AR:~.~IJ:NIQiln
SAR .yano . njut( oeftgan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional,
yang bertugas membuat jaring komunikasi operasi SAR di lapangan
dan berada di pos aju;



Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimanadimaksud dalam Pasal
1 huruf a diberikan untuk masing-masing Tingkat Dampak Risiko
Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Pencarian dan Pertolongan, yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi
dan nUai sebagai berikut :

Pasal2

TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA
PENYELENGGARAAN Search And Rescue

BAB II

t. Pegawai tugas belajar adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang
diberi tugas untuk mengikuti pendidikan di dalam dan atau di luar
negeri termasuk program pelatihan dan mau penelitian dengan
jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih dengan beasiswa dan atau
tanpa beasiswa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

s. Petugas Urusan Dalam adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional sebagai
petugas keamanan, caraka, pengemudi dan pramusaji, yang
bertugas melakukan siaga pengamanan kantor, melaksanakan
tugas urusan dalam bidang caraka, pramusaji serta pengemudi
kendaraan;

r. Petugas Administrasi adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang
bertugas melak~an tata admlnrstrasi umum, keuangan,
perencanaan dan perpustakaan;

q. Petugas Kehumasan dan keprotokolan adalah Pegawai Badan SAR
Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR
Nasional, yang bertugas untuk menghimpun menyiapkan informasi
kegiatan Badan SAR Nasional, berkoordinasi dengan media cetak,
elektronik untuk publikasi kegiatan Badan SAR Nasional,
pendokumentasian kegitan Badan SAR Nasional serta, melakukan
tugas - tugas keprotokolan;

p. Teknisi Sarana I Peralatan SAR adalah Pegawai Badan SAR
Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR
Nasional, yang bertugas melakukan perawatan, perbaikan dan
penyimpanan peralatan SAR;

e, .<~.~-I""'{J"".?~U.Jtl..... ~·.Badan
asiona1·ycilg dittinjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR

Nasional, yang bertugas untuk melakukan siaga Local User Terminal
dan Mission Control Center (IDMCC) di Stasiun Bumi;



a. Secara langsung melaksanakan operasi SAR atau disebut
PelaksanaOperasi SAR, dengan nilai 700

b. Secara tidak langsung melaksanakan operasi SAR atau
melaksanakan tindak awal operasi SAR, dan berada di wilayah
atau lokasi musibah atau bencana atau disebut Penunjang
Operasi SAR, dengan nilai 600

c. Pelaksanaan siaga SAR, pembinaan, pengerahan, dan
penqendalian potensi SAR atau disebut dengan Penunjang
Siaga SAR, dengan nilai 500

d. Secara tidak langsung melaksanakan penyelenggaraan SAR
atau disebut Pendukung Penyelenggaraan SAR, dengan nilai
400.

(2) Nilai kumulatiftingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab pegawai Badan
SAR Nasional dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan,
dengan klasifikasi sebagai berikut:

(1) Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR dinilai berdasarkan nilai
kumulatif tingkat risiko bahaya penyelenggaraan SAR yang
diterima.

Pasal3

Faktor Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR

Bagian Pertama

UNSURPENILAIAN TINGKAT
TUNJANGAN R1S1KOBAHAYA PENYELENGGARAANSAR

BAB III

Cl.'D.mp'''::'~,~:~''''dankesebatantangkat.1 oengan
nilai 900 sampai dengan 1000 ;

b. Oampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat II dengan
nilai 800 sampai dengan 899;

c. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat III
dengan nilai 700 sampai dengan 799;

d. Oampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat IV
dengan nilai 600 sampai dengan 699;

e. Oampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat V dengan
nilai 500 sampai dengan 599;

f. Oampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat VI
dengan nilai 400 sampai dengan 499.



(3). Klasifikasi Jabatan Tunjangan Risiko Penyelenggaraan SAR
berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan catatan
memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan klasifikasi
jabatan.

(2). pegawai Badan SAR Nasional yang telah menduduki jabatan
sebagaimana telah ditetapkan pada ayat (1) tidak diperholehkan
meranqkaptuga~ dan tanggung jawab ke dalam jabatan lain dalam
penyelenggaraanSAR.

(1) Penetapan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
ditetapkan dengan Keputusan KepalaBadan SAR Nasional.

Pasal5

a. Petugas Humas dan keprotokolan
b. PetugasAdministrasi;
c. Petugas Urusan Dalam

(4) Klasifikasi Jabatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2)
huruf d adalah :

a. Pembina SAR;
b. InstrukturSAR;
c. PetugasSiaga Komunikasi;
d. PetugasSiaga LUT (local UserTenninal);
e. Teknisi sarana dan peralatan SAR;

(3) K1asifikasiJabatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2)
huruf c adalah :

a. SMC (SAR Mission Coordinator);
b. SAR Planner
c. Operator Sarana Komunikasi Operasi SAR;
d. Awak kapal;
e. Awak Pesawat udara;
f. Petugas logistik
g. PetugasMedis;
h. Petugas Dokumentasi;

(2) Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2)
huruf b adalah :

(1) Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2)
huruf a adalah: Rescuer

Pasal4



a. 0 sid 4 tahun, dengan nilai 50;
b. Lebih dari 4 tahun sid 8 tahun, dengan nilai 100;
c. Lebih dari 8 tahun sid 12tahun, dengan nilai 150;
d. Lebih dari 12 tahun sid 16 tahun, dengan nilai 200;
e. Lebih dari 16 tahun sid 20 tahun, dengan nilai 250;
f. Lebih dari 20 tahun, dengan nilai 300.

(2). Nitai kumulatif masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan berdasarkan sejak pegawai diangkat menjadi
Calon Pegawai Negeri, dengan klasifikasi sebagai berikut :

(1). MasaKerja dinilai berdasarkan kumulatif lamanya bekerja

Pasal10

Bagian Kedua
Faktor MasaKerja

Pegawai yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi syarat
dan I atau tidak sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan
jabatannya, dapat dialih tugaskan ke dalam Klasifikasi Jabatan lain

Pasal 9

Pegawai yang telah ditetapkan ke dalam klasifikasi jabatan
PelaksanaOperasi SAR, Penunjang Operasi SAR, PenunjangSiaga
SAR dan Pendukung Penyelenggaraan SAR berhak mendapatkan
Surat Tanda Kecakapan SAR.

Pasal 8

(2). Uraian tugas masing - masing jabatan sebagaimana
ditetapkan pada ayat (i), dijelaskan pada lampiran II
keputusan ini.

(1). Pegawai yang masuk ke dalam Klasifikasi Jabatan Pelaksana
Operas! SAR, Penunjang operasi SAR Penunjang Siaga SAR .'
dan Pendukung Penyelenggaraan SAR wajib membuat Surat
Pernyataan BersedialSanggup Melaksanakan Tugas sesuai
dengan uraian tugas masing - masing jabatan.

Pasal7

(2). Ketentuan Jabatan, Kriteria Umum dan Pendidikan
sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dijelaskan dalam
Lampiran II keputusan ini.

(1). Untuk dapat diangkat ke dalam klasifikasi masing - masing
jabatan harus memenuhi Ketentuan Jabatan yang terdiri dari
Kriteria Umum dan Pendidikan yang ditetapkan.

Pasal6



(1) Setiap penetapan tingkat dan besar Tunjangan
Penyelenggaraan SAR baru dan perubahan tingkat dan besar
Tunjangan PenyelenggaraanSAR dilakukan melalui penilaian
Tim Penilai penetapan tingkat dan besar Tunjangan
PenyelenggaraanSAR.

Pasal 14

(2) Pembentukan Tim Penilai Penetapan Tunjangan
Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan dengan KeputusanKepala BadanSARNasional.

(1) Untuk membantu Kepala Badan SAR Nasional dalam
menetapkan tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan
SARsebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), dibentuk
suatu Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang
terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, Sekretaris
dan dua orang Anggota.

Pasal 13

Bagian kelima
Tim penilai

(2) Penetapan pegawai dalam Tingkat Dampak Risiko Bahaya
Penyelenggaraan SAR dan penentuan besaran tunjangan
sebagaimana dimaksud dalamayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Badan SARNasional.

(1) Perhitungan nllai kumulatif dan penentuan besaranTunjangan
PenyelenggaraanSAR untuk masing - masing tingkat dampak
risiko dijelaskan dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal12

Bagian Keempat
Perhitungan Nilai DanBesarTunjangan

a. Faktor risiko bahaya penyelenggaraanSAR;
b. Faktor masa kerja.

Nilai tingkat Dampak Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR
didapatkan dengan menjumlahkannilai unsur-unsur :

Pasal11

~""aNilai Kumulatif Tingkat DampakRisiko Bahaya
PenyelenggaraanSAR



a. Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar
dibidang teknis SAR tetap dibayarkan sampai dengan waktu
yang ditentukan untuk penyelesaian tugas belajar;

(1) Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar untuk
jangka waktu 6 (enam) bulanatau lebih diatur sebagai berikut:

Pasal17

(2) Kategori tugas belajar dibidang teknis dan bukan teknis SAR
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Badan SAR Nasional.

a. Pegawai tugas belajar dibidang teknis SAR;
b. Pegawai tugas belajar dibidang bukan teknis SAR.

Pasal16

(1) Pegawai tugas belajar dikategorikan :

BABV

TUNJANGAN PENYELENGGARAANSAR
PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Tunjangan penyelenggaraan SAR bagi pegawai Badan SAR Nasional
dapat diberhentikan sementara bila temyata pegawai yang
bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuansebagai berikut :

a. Selama 1 (satu) bulan bagi pegawai Badan SAR NasioAal yang
dljatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pemyataan tidak
puas secara tertulis;

b. Selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;

~. Selama 6 (enam) bulan bagi ,pegawai Badan SAR Nasional yang
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunanpangkat;

d. Selama 6 (enam) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari
jabatan, dan kepadanya dilakukan penilaian ulang mengenai tingkat
Tunjangan PenyelenggaraanSAR pegawai yang bersangkutan.

BABIV

HUKUMANDISIPLIN

Pasal15

til Periltiiftlr19kat dan'beS8r Tunjaf1gan Penyetenggaraan SAR
pegawai Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksuddalam ayat
(1) dilakukan sekurang- kurangnya dua kali dalam setahun.



(1) Dengan berlakunya peraturan ini, semua Pegawai Badan SAR
Nasional yang teJah dttetapkan dalam klasifikasi untuk
mendapatkan tunjangan risiko keselamatan dan kesehatan baik
yang belum memiliki atau telah memiliki Sertifikat Kecakapan
SAR tetap dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan
klasifikasi jabatannya;

BABVI

KETENTIJANPJ:=.RALIHAN

Pasal19

(2) Ketentuan tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan
Penghentian Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi pegawai negeri
di Lingkungan Badan SAR Nasional diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

a. Kepala Badan SAR Nasional menetapkan klasiflkasi jabatan
terhadap seluruh pegawai dilingkungan BadanSAR Nasional.

b. Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Badan SAR Nasional
adalah pejabat pengusul penetapan jabatan bagi pegawai yang
berada di bawah jajarannya.

c. Kepala kantor SAR adalah pejabat pengusul penetapan jabatan
terhadap pegawai dilingkungan Kantor SAR.

d. Setiap pegawai wajib membuat laporan kegiatan sesuai dengan
kJasifikas; jabatan dan sesuai dengan format yang telah
disediakan

e. Evaluasi laporan kegiatan dilakukan oleh pejabat pengusul yang
bersangkutan setiap 6 bulan

f. Evaluasi penetapan klasifikasi jabatan dilakukan setiap tahun
sekali oleh pejabat pengusul.

(1) Mekanisme pelaksanaan Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi
pegawai negeri dilingkungan Badan SAR Nasional diatur sebagai
berikut :

Pasal18

(2) Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dibayarkan
kembali setelah pegawai yang bersangkutan aktif kembali bekerja di
Badan SAR Nasional.

b. Tunjangan .Penyetenggaraan SAR Pegawai tugas belajar
dibidang teknis SAR yang tidak dapat menyeJesaikan tugas
belajar sesuai dengan waldu yang tetah ditentukan, dihentikan
sementara;

c. Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar
dibidang bukan teknis SAR, dihentikan sementara mulai bulan
ketujuh sejak yang bersangkutan melaksanakantugas belajar;
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Ditetapkan di
Pada tanggal

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai
daya laku surut sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 23
Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007.

Pasal20

Hal-hal yang belum di3tur daiam peratoran ini, akan ditetapkan
kemudian.

Pasal 19

PENUTUP

BAB VII

(2) Petnet1l..fhan pef$yaratan· sesuai dengan klasmkasi jabatan harus
dipenuhi dalam waktu 2 tahun.



NO. MASAKERJA NILAI

1. o tahun sid 4 tahun 50

2. Lebihdari 4 tahun sId 8 tahun 100

3. Lebihdari 8 tahun sId 12 tahun 150

4. Lebihdari 12 tahun sid 16 tahun 200

r:. Lebihdari 16 tahun sId 20 tahun 250 IoJ.

6. Lebihdari 20 tahun 300 J

II. FAKTOR MASA KERJA

NO. RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAANSAR NILAI

1. Secara langsung melaksanakan operasi SAR 700

2. Secara tidak langsung melaksanakan operasi SAR atau 600
melaksanakan tindak awal operasi SAR, dan berada di wilayah
atau lokasi rnusibah atau bencana

3. Pelaksanaan siaga SAR, pembinaan, pengerahan, dan 500
pengendalian potensi SAR

4. Secaratidak langsung melaksanakan penyelenggaraanSAR 400

I. FAKTOR RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN SAR

DAN BESARAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

PERHITUNGAN NILAI

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAl
PER.18ANlIIIBSN-2007
50 AGUSTUS 2007

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAl



NO TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA NILAI BESARNYA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN TUNJANGAN

1 Dampak risiko bahaya keselamatan dan 900-1000 Rp 1.000.000,-kesehatan tingkat I

2 Dampak risiko bahaya keselamatan dan 800-899 Rp 900.000,-kesehatan tingkat II

3 Dampak risiko bahaya keselamatan dan 700-799 Rp 8oo.OQO,-kesehatan tingkat III

4 Dampak risiko bahaya keselamatan dan 600-699 Rp 700.000,-kesehatan tingkat IV

5 Dampak risiko bahaya keselamatan dan 500-599 Rp 500.000.-kesehatan tingkat V

6 Dampak risiko bahaya keselamatan dan 400-499 Rp 400.000.-kesehatan tingkat VI

III. TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN
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Ternbusan : Disampaikan kepadaYth. :
1. KepaJaBadan SAR Nasional
2. Pegawai Negeri SipiJyang bersangkutan;
3. Pejabat lain yang dipandang perlu.

(Nama )
NIP.

Tempat. Tanggallbulanltahun
Pejabatyang membuat

pemyataan,

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan
rnengingat sumpah jabatan I Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari
saya tidak sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sebagai , saya bersedia untuk dimutasikanke dalam jabatanlain.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dan
sanggup menjadi , dengan kewajiban melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sebagai serta bersedia untuk membuat
laporan kegiatan secara berkala.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor.............. tanggal
................... terhitung mulai tanggal telah ditetapkan
sebagai .

Nama
NIP
PangkatiGolongan Ruang :
Unit Ke~a

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA I SANGGUP MELAKSANAKANTUGAS

Nomor: .

~b AGUSl'US 2007.."f~ .:



(. )
NIP .

( )
NIP. ; .

YANG MELAPORKAN

MENGETAHUI,
PEJABAT PENGUSUL

(KAKANSARIPEJABAT ESELON II)

. , 2007

Uraian Tugas Jumlah Kegiatan
Per-Bulan

1. . , .
2.
3.
4.
5.
6.

lI.l.APORAN KEGIATAN

a. Pelaksana Operasi SAR (. )
b. Penunjang Operasi SAR (. )
c. Penunjang Siaga SAR ( )
d. Pendukung Penyelenggaraan SAR (. )

1. Nama
~. NIP
13. PangkalGolongan
14. Tanggallahir
15. Unit Ke~a
6. Kasifikasi Jabatan

I. DATA PEGAWAI

LAPORAN KEGIATAN

: 3b AGUSTUS2001



remousan : Disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Infonnasi Kepegawaian;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

(Nama )
NIP . ; .

Tempat, Tanggallbulanltahun
Pejabat yang membuat pemyataan,

Asli surat pemyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara dL , .

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan
mengingat sumpah jabatan I Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi sural
peryataan ini teryata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka
saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal
...................terhitung mulai tanggal telah nyata melaksanakan
tugas dan diberi Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR tingkat sebesar
Rp.............................. (. ) sebulan, terhitung mulai tanggal

Nama
NIP
PangkatJgolongan Ruang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama
NIP
PangkatJGolongan Ruang :
Jabatan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor: .

PERATtJRAN'KEPAtA BADAN'SAR NAStoNAL
PER.76,fNIlIIBSN-2007
~l) AGUSTUS 2007

~v.
NOMOR
TANGGAL



Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Pejabat Pembuat Dafter Gaji yang bersangkutan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

1.., 'I(Nama .
NIP .

Tempat, TanggaVbulanltahun
Pejabat yang membuat pemyataan,

Asli surat pemyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara di... .

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan
mengingat sumpah jabatan I Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian han isi surat
pemyataan ini teryata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka
saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Berdasarkan Surat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 Sdr.
.................................... berhak menerima Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR
tingkat sebesar Rp.............................. ( )
sebulan, terhitung mulai tanggal .

Nama
NIP
Pangkatlgolongan Ruang

Pada tanggal telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat
Keputusan Nomor tanggal , dan pada tanggal .
masih melaksanakan tugas tersebut.

Dengan im menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama
NIP
PangkatlGolongan Ruang :
Jabatan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor: .

PERA TURAN KEPALA BAOAN SAR NASJONAL
PER.78ANIIIIBSN-2007
se AGUSTUS 2007

lAMPJRANVb
NOMOR
TANGGAL


